BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR &  TAHUN 2014
TENTANG
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

‘ BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
R Menimbang Doa bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 3

Pcraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun aksi
dacrah  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014;
b.  bahwa bcerdasarkan pcrumbangan  scbagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditctapkan Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Aksi Daerah
. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten
) Tanjung Jabung Timur Tahun 2014;

Mcngingat sl Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Repubhk  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan  Kabupaten Sarolangun, Kabupatcn

Tebo,  kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

R
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Tanjung Jabung Timur (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tcntang Pcrubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tcbo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lcmbaran Negara Republik
Indonesta  Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Ncgara (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang
Pecmerintahan Daerah (LLembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana tclah diubah bebcrapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tecntang  Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah
(Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
[Indoncsia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat
dan  Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lcembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 4438),

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahan Konvensi Perscrikatan Bangsa-Bangsa

Ant Korupst Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik




9.

10

11.

12.

13.

14

Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lecmbaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Ncegara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pcmbagian Urusan Pemcerintahan antara Pemerintah,
Pcmerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indoncsia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4737);
Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi  Pcrangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republhik  Indonesia Tahun 2007  Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 4741);

Pcraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;

Pcraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Pcraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategr  Nasional  Pencegahan  Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012 -2014 (Stranas PPK);
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program  Pcmbangunan  Berkcadilan  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Aksi Pecncegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2012,

Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 1
Tahun 2013 tentang  Akst Pencegahan  dan
Pcmberantasan Korups: Tahun 2013;

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor | Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisast dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Dacrah Kabupatcn
Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
Pcraturan Dacrah Kabupatcen Tanjung Jabung Timur
Nomor 2 Tahun 2008 tcntang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kcerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupatcen Tanjung Jabung Timur (Lembaran Dacrah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008
Nomor 2),

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 3 Tahun 2008 tcntang Pcembentukan
Organisasit dan Tata Kcrja Sckrctariat Daerah dan
Sckretariat - Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008
Nomor 3);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pcembentukan
Orgamsasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Dacrah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008
Nomor 4),

Pceraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisas) dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran
Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2013 Nomor 14);

o P

w? -




MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  KORUPSI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014.

BAB |
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupat: in1 yang dimaksud dcngan:

1
2.

W

n

10.

11.

12

14.

Dacrah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pcmerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat dacrah scbagai unsur
penycelenggara Pemerintahan Dacrah.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

Kabupatcen adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pcraturan Dacrah adalah Pcraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
Sckretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

Inspcktorat adalah Inspcktorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Badan Pcrencanaan Pembangunan Dacrah sclanjutnya discbut Bappeda
adalah Badan Pcrencenaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Dinas Pcngelolaan Keuangan dan Assct Dacrah sclanjutnya discbut
DPKAD adalah Dinas Pcngelolaan  Kcuangan dan  Assct  Dacrah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kantor Pclayanan Pcrizinan Terpadu selanjutnya discbut KPPT adalah
Kantor Pclayanan Pcrizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

.Bagian Hukum dan Pecrundang-undangan adalah Bagian Hukum dan

Perundang-undangan Sckrctariat Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.
Bagian Pcmbangunan adalah Bagian Pcmbangunan Sckretariat Dacrah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.




15 Aksi Daerah Penccgahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 sclanjutnya discbut AD-PPK
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 adalah program atau
kegiatan  yang  dilaksanakan dalam  rangka pencegahan  dan
pcmbcerantasan korupsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2014.

16.Tim Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sclanjutnya discbut Tim Koordinasi
AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah wadah koordinasi
lintas scktor dan hntas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan
pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung
Jabung Timur;

17 Peran Scrta Masyarakat adalah peran akuf perorangan, organisasi
masyarakat atau lecmbaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan

pcmbcerantasan tindak pidana korupsi.

BAB 11
Strategl dan Pengawasan AD-PPK
Pasal 2

(1) AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 merupakan
Akst Dacrah Pencegahan dan Pemberantasan Korupst yang dijalankan
sclama 1 (satu) tahun secara tcrpadu, terkoordinasi dan
berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) AD-PPK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program atau
kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi
pclaksanaan pencegahan dan  pemberantasan korupsi Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 scbagaimana tcrcantum dalam
lampiran scbagai bagian yang udak terpisahkan dari Peraturan Bupati

nt.
Pasal 3

AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 dijalankan mclalu
strategi pencegahan yang dilakukan sccara menyeluruh dengan kegiatan
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dalam strategi pencegahan adalah  sistem  pelayanan  publik  berbasis

tcknologr informasi dengan fokus pada :

a.

C.

pembentukan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang memiliki
target jelas sampai 2015, dengan fokus pada pemberian perizinan;
integrast mckanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya
PPK, termasuk proscs pcnegakan hukum;

membuka akses antar SKPD untuk menindaklanjuti pengaduan yang
disampalkan masyarakat,

keterbukaan informasi dalam pcnanganan perkara (termasuk pcrkara
korupsi), pcrencanaan, dan penganggaran pemerintah;

keterbukaan prosedur pengoperasian  standar  (standar operasional
proscdur) pcnanganan  perkara  dan  pemroscsan pithak yang
menyalahgunakan wewenang;

pcnyempurnaan kode ctik pegawai dengan sanksi yang jelas (diperkuat
dengan Peraturan Bupat tentang Disiplin Kerja Pegawa Ncgeri Sipil dan
Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawan Neger Sipil);
pecngendahan dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pclaku
penyalahgunaan jabatan;

pengembangan  sistem dan pengelolaan pengaduan  internal  dan
cksternal (termasuk masyarakat) atas pcnyalahgunaan kewenangan;
pemantapan administrast kcuangan dacrah, dan mempublikasikan
pencrimaan hibah/bantuan/ donor di badan publik dan partai politik
yang ada di dacrah;

penyusunan dan publikasi laporan kcuangan yang tepat waktu, dengan
opini baik, cukup, dan tidak baik bagi SKPD Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;

pcmbatasan nilar transaksi tunai;

penertiban  dan  publikasi  Laporan Harta Kckayaan Penyelenggara
Ncgara (LHKPN) bagi pcjabat dacrah;

transparansi dan akuntabilitas dalam mckanisme pcngadaan barang
dan jasa;

transparansi  dan akuntabilitas laporan kincrja tahunan SKPD
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaporkan dan

dipubhkasikan sccara tepat waktu; dan
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0. pencrapan pakta integritas

BAB 111
Pclaksanaan, Pengawasan, dan Pclaporan AD-PPK

Pasal 4

Akst Dacrah Pcencegahan dan  Pemberantasan  Korups: sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan olch Tim Koordinasi AD-PPK

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pasal 5

(1) Pclaporan Pclaksanaan AD-PPK Kabupatecn Tanjung Jabung Timur
‘ Tahun 2014 disampaikan kepada-
a Gubcernur Jambi;
b Mcntert Dalam Neger,
¢ Menteri Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan
Pcrencanaan Pembangunan Nasional; dan
d Unit Kerja Presiden Bidang  Pengawasan  dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4)
(2) Strategi pclaporan disusun olech TKPPK Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

Pasal 6
®
(1) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemcerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 terdiri dar1 7 (tujuh) aksi, yaitu:

a pcembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
bagi Pcmcerintah Dacrah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;

b pelimpahan kewcnangan pencrbitan pcrizinan dan non perizinan di
dacrah kepada lecmbaga PTSP;

C publikasi standar pclayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP
(bagi Pcmerintah Dacrah yang sudah membentuk kelembagaan
PTSP);

d penycdiaan sarana dan mckanisme penyclenggaraan penanganan

layanan PTSP;
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e peningkatan transparansi pengelolaan anggaran dacrah;
publikasi dokumen Rencana Pembangunan Dacrah dan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Dacrah, dan
g pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.
(2) Aks1 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, scbagai baglan yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupatn ini.
Pasal 7

Tim Koordinast AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan

akst pencegahan dan  pemberantasan  korupsi  yang  telah  disusun

scbagaimana terscbut pada kolom 6 lampiran, scsual dengan tugas dan

fungsi scbagail berikut:

a. Sckrctanis Dacrah dan atau mclalul Asisten Sckretaris Dacrah yang
mcmbidangl Administrast Umum bertugas :

1. mengkoordinasikan penyusunan dan  pelaksanaan Aksi  PPK
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014;

2. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemcrintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 sctiap triwulan,
mulai dari BO3, BO6, BO9 sampai dengan B12;

3. memastikan scluruh pclaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD
penanggungjawab akst PPK sudah dilaporkan mclalul website UKP-
PPP; dan

4. mecngkoordimasikan SKPD terkait verifikasi pclaporan Aksit PPK
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Inspektorat bertugas:

1. mcmantau dan memastikan SKPD Pemecerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur tcrkait pclaksanakan Akst PPK Tahun 2014 scsuai
dengan tugas, fungs) dan tanggung jawab masing-masing; dan

2. mengontrol  pclaporan  scluruh  Aksit PPK Tahun 2014 sudah
dilakukan olch sctiap SKPD terkait peningkatan  transparanst
pengelolaan anggaran dacrah dan pclaksanaan transparansi proses
pengadaan barang dan jasa.

¢. Baglan Organisasi, bertugas .
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d

1  membuat laporan pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014 setiap triwulan
(BO3, BO6, B09Y, dan B12) kepada Bupati Tanjung Jabung Timur;

2. mclakukan pcmantauan lapangan pclaksanaan Aksi PPK Tahun
2014 dan menyampalkan laporannya kepada Provinsi Jambiu,
Kemendagri, Bappenas dan UKP-PPP; dan

3. meclaksanakan dan mclaporkan capaian  kcberhasilan  aksi
pecmbentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Aksi 1)
dilengkapi dengan data dukung scuiap triwulan.

Bagian Hukum dan Pcrundang-undangan, bertugas .

Mclaksanakan dan meclaporkan capaian kcberhasilan aksi pelimpahan

kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga

PTSP (Aksi 2) dilengkapt dengan data dukung sctiap triwulan.

Kantor Pclayanan Perizinan Terpadu, bertugas:

1. melaksanakan dan melaporkan capailan keberhasilan aksi publikasi
standar pclayanan terpadu satu pintu (Aksi 3); dan

2. mclaksanakan dan mclaporkan capaian  kcberhasilan  aksi
pcnyediaan sarana dan mekanisme penyclenggaraan penanganan
pengaduan layvanan PTSP (Aksi 4) dilengkapt dengan data dukung
scuap triwulan.

DPKAD, atau dcngan scbutan lain, bertugas melaksanakan dan

mclaporkan  capaian  kcberhasilan  akst  peningkatan  transparansi

pengelolaan anggaran dacrah (Aksi 5) dilengkapr dengan data dukung
sctiap triwulan.

Bappeda, bertugas .

I. mclaksanakan dan mclaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi
dokumen rencana pembangunan dacrah dan rencana kerja satuan
kerja perangkat dacrah  (Aksi 6) dilengkapr dengan data dukung
sctiap triwulan;

2. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password)
sistem monitoring UKP-PPP; dan

3. menginput scluruh laporan capaian keberhasilan aks: PPK Tahun
2014 dar scuap unit kerja pelaksana aksi sctiap triwulan untuk
dilaporkan ke dalam website UKP-PPP: https://serambi.ukp.go.id.

Bappceda, DPKAD, dan Bagian Pembangunan bertugas mclaksanakan

dan mclaporkan capaian kcberhasilan aksi pclaksanaan transparansi
.
P ud
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proses pengadaan barang dan jasa (Akst 7) dilengkapi dengan data

dukung sctiap triwulan.

Pasal 8

(1) Tim Koordinasi Aksi Dacrah Pcencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pemerintah  Daerah  menyusun  pelaporan  akst  pencegahan  dan
pcmberantasan  korupst Pemerintah  Dacrah dengan menggunakan
format pclaporan 8 (dclapan) kolom (F8K) scbagaimana dikembangkan
dalam pclaporan rencana aksi dacrah mendukung pencapaian sasaran
Instruksi  Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan.

Pecnyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK
Pemda Tahun 2014 dilakukan meclalui website

hitps.//serambi.ukp.go.id, dcngan jadwal scbagai berikut -

a Pcenyampaian klaim lapoq ran dart SKPD Pcmecerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur kcpada Bappeda, dengan jadwal sebagai
berikut:

1) pclaporan BO3, paling lambat tanggal 27 Marct 2014;

2) pelaporan B06, paling lambat tanggal 27 Juni 2014;

3) pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 Septecmber 2014; dan
4) peclaporan B12, paling lambat tanggal 27 Dcsember 2014.

b Penyampalan laporan olch Bappceda Kabupaten Tanjung Jabung
Timur ke dalam sistem monttoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai
berikut:

1. pclaporan BO03, dibuka tanggal 28 Marct 2014 dan ditutup
tanggal 5 April 2014 pada pukul 23.59 WIB;

2. pclaporan BO6, dibuka tanggal 28 Juni 2014 dan ditutup tanggal
S5 Juli 2014 pada pukul 23.59 WIB;

3. pclaporan B09, dibuka tanggal 28 September 2014 dan ditutup
tanggal 5 Oktober 2014 pada pukul 23.59 WIB; dan

4. pclaporan B12, dibuka tanggal 28 Dcsember 2014 ditutup
tanggal 5 Januari 2014 pada pukul 23 59 WIB.
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Bab IV
Ketentuan Penutup

Pasal 9

Peraturan Bupati i mular berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati it dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditctapkan di Muara Sabak
pada tanggal 24 JAnuAR-{ 2014
E‘t BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 24 Sswar| 2014
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JAIFJNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KARUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR 6.
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR é TAHUN 2014

TENTANG AKSI

DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

KABUPATEN

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

; w ; i |
\ |  PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA l UKURAN UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, | i

. RENCANA AKSI | JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN ; KEBERHASILAN BO9, BO12 %o CAPAIAN i KETERANGAN
E ! ! |

| | | o o | s

; 1 1 2 ! 3 4 5 6 7 | 8

[ STRATEGI PENCEGAHAN i )

Ta. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada: B

1) Pemda di seluruh Provinsi dengan memperhitungkan integrasi interval kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan focus pada pemberian perizinan

I Pemerintah kab
1 Tanjung Jabung
Timur

i Pembentukan

| kelembagaan

Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu \*
|
i
|

(Bagi Pemerintah
Daerah)

| Perizinan Terpadu

Kantor Pelavanan

Kab Tanjung
Jabung Timur

‘;l "5

Terwujudnya
Pelavanan Perizinan
rang prima

Ditetapkannya Perda
tentang Pembentukan
Kelembagaan Kantor
Pelayanan Perizinan
Terpadu di Kab Tanjung
Jabung Timur

| Pelavanan Perizinan

B 03

Ditetapkan dan diundangkannyva
Perda tentang Pembentukan Kantor
Pelayanan Perizinan

BO6

Ditctapkan dan diundangkannya
Perda tentang Pembentukan Kantor
Pelayanan Perizinan

B09

Ditetapkan dan diundangkannya
Perda tentang Pembentukan Kantor
Pelavanan Perizinan

B12
Ditetapkan dan diundangkannya
Perda tentang Pembentukan Kantor

Pemerintah
hab Tanjung
Jabung Timur

Pembcentukan |
kelembagaan !
Kantor !
Pelayanan i
Perizinan !
Terpadu (Bag: i
Pemecrintah i
Daerah) :

t
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Pelimpahan Pemerintah Kab Kantor Pelavanan Pemberian dan Diterbitkan dan BO3
Kewenangan Tanjung Jabung Perizinan Terpadu penandatanganan . disosialisasikanny a Tersusunnya inventansasi data 1zin-

Penerbitan
Perizinan dan
non perizinan
didaerah kepada
lembaga Kantor
Pelavanan
Perizinan
Terpadu

Timur

Kab Tanjung
Jabung Timur

1zin dan non 1zin di

daerah dilaksanakan
oleh lembaga Kantor
Pelayanan Perizinan

Terpadu Kab
Tanjung Jabung
Timur

Peraturan Bupan
tentang Pelimpahan
Kewenangan Penerbitan
[zin dan \on lzin di
daerah kepada lembaga
Kantor Pclayvanan
Perizinan Terpadu Kab
Tanjung Jabung Timur

1zin yang ada di SKPD Kab Tanjung
Jabung Timu1

BO3

Ditetapkan dan Diundangkannya
Peraturan Bupau tentang Pelimpahan
Kewenangan pecnerbitan 1zin dan non
1zin di daerah kepada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kab
Tanjung Jabung Timur

BO6

Tersosialisasikannva Peraturan
Bupati tentang Pelimpahan
Kewenangan penerbitan 1zin dan non
1zin di daerah kepada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kab
Tanjung Jabung Timur pada tingkat
Kecamatan

B09

Tersosialisasikannya Peraturan
Bupatu tentang Pelimpahan
Kewenangan penerbitan 1zin dan non
izin di daerah kepada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kab
Tanjung Jabung Timur kepada
masyarakat dan pelaku usaha

El
&
gl




Pubhikast standar
pelavanan terpadu
satu pintu pada
lembaga Kantor
Pelavanan
Perizinan Terpadu
(Bag: Pemerintah
Daerah)

Pemerintah Kab
Tanjung Jabung
Timur

Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kab Tanjung
Jabung Timur

Transparansi dan
keterbukaan akses
informasi kepada
masvarakat untuk
mendapatkan
pclavanan Kantor
Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab Tanjung
Jabung Timur

Terpublikasikanyva
standar pelavanan
terpadu satu pintu
mehput: informas:
mengenal waktu, biasva,
persyaratan. dan
prosedur perizinan
dengan terbuka pada
lembaga Kantor
Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab Tanjung
Jabung Timur

PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN B0O3, BO06, o
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BO3:

Penetapan Standar Pelavanan dengan
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
Pernizinan Terpadu Kab Tanjung Jabung
Timur

BO6:

Penetapan Standar Pelavanan dengan
Kepala Kantor Pelavanan Perizinan
Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur
dan publikasi standar Pelavanan

BO9 :

Publikas: standar pelavanan terpadu di
webstite resmi Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

Penyediaan sarana
dan mekanisme
penvelenggaraan
penanganan
pengaduan
I layanan Kantor
Pelavandn
Perizinan Terpadu

Pemerintah Kab
Tanjung Jabung
Timur

Kantor Pelavanan
Perizinan Terpadu
Kab Tanjung
Jabung Timur

Masyarakat
mendapatkan akses
dan proses atas
pengaduan terhadap
kualitas pelayanan
Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu
Kab Tanjung Jabung
Timur

Tersedianyva sarana dan
mekanisme
penyelenggaraan
penanganan pengaduan
layanan Kantor
Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab Tanjung
Jabung Timur

BO3:

Ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor
Pelavanan Perizinan Terpadu Kab
Tanjung Jabung Timur tentang
mekanisme penanganan pengaduan
lavanan Kantor Pelayvanan Perizinan
Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur

BO6:

Tersusunnva desain mekansme
penanganan pengaduan lavanan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kab
Tanjung Jabung Timur

BO6 :

Ditetapkannya Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur tentang
mekanisme penanganan pengaduan
layanan Kantor Pelavanan Perizinan
Terpadu Kab Tanjung Jabung Timur

BO9 :

Tersedianya sarana dan mekanisme
penanganan pengaduan layanan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kab
Tanjung Jabung Timur




Peninghatan
transparansi
pengelolaan
anggaran dacrah

[anjung Jabung
Timur

Tanjung Jabung
Timur, Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kab
Tanjung Jabung
Timur

Pemerintah Kab
Tanjung Jabung
Timur vang
transparan dan
akuntabel

Ringkasan RKA-SKPD
Tahun 2014, Ringhasan
RKA-PPKD Tahun 2014,
Perda tentang APBD
Tahun 2014, RanPerda
tentang Perubahan APBD
Tahun 2014, Ringkasan
DPA-SKPD Perubahan
Tahun 2014, Ringkasan
DPA-PPKD Perubahan
Tahun 2014, LRA seluruh
SKPD Tahun 2013, LRA-
PPKD, LKPI) Tahun 2013
yvang telah diaudit dan
opini atas LKPD melalul
website Kab Tanjung
Jabung Timur

Terlaksananva rapat koordinasi terhait
persiapan peningkatan transparansi
pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur

BO6:

Terbentuknya dan Terpublikasinya
Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014.
Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014
Perda tentang APBD Tahun 2014, LRA
seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD
melalul website Kab Tanjung Jabung
Timur dalam menu konten dengan
nama ”Transparansi Anggaran”

BO9:

Tersusunnya data mutakhir dan
informasi tentang data Ringkasan RKA-
SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-
PPKD Tahun 2014, Perda tentang APRD
Tahun 2014, Perda tentang Perubahan
APBD Tahun 2014,

Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-
PPKD, LRA seluruh SKPD Tahun 2013,
LRA-PPKD melalur website Kab Tanjung
Jabung Timur dalam menu konten
dengan nama "Transparansi Anggaran”

Bl12:

Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014,
Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014,
Perda tentang APBD Tahun 2014, Perda
tentang Perubahan APBD Tahun 2014,
Ringkasan DPA-SKPD Perubahan Tahun
2014, Ringkasan DPA-PPKD Perubahan
Tahun 2014, LRA seluruh SKPD Tahun
2013, LRA-PPKD, LKPD Tahun 2013
yvang telah diaudit, dan opinm atas LKPD
melalur website Kab Tanjung Jabung
Timur dalam menu konten dengan
nama "Transparansi Anggaran”
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4) Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah o ’
Pemernintah Kab Bappeda Kab Pengelolaan anggaran Terpublikasinya BO3:
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Publikasi
dokumen
Rencana
Pembangunan
Daerah dan
Rencana Kerja
Satuan
Perangkat
Daerah

Pemerintah kab
Tanjung Jabung
Timur

BAPPEDA Kab
Tanjung Jabung
Timur

Tersedianva akses
masyarakat
terhadap dokumen
rencana
pembangunan
daerah (RPJPD,
RPJMD dan RPKD)
serta dokumen
Rencana Satuan
Kerja Perangkat
Dacrah (Renstra
SKPD dan Renja
SKPD) Pemerintah
Kab Tanjung
Jabung Timur

Terpublikasinya
rencana pembangunan
daerah (RPJPD,
RPJMD dan RPKD)
serta dokumen
Rencana Satuan Kerja
Perangkat Daerah (
Renstra SKPD dan
Renja SKPD) melalul
website Pemerintah
Kab Tanjung Jabung
Timur

BO3:

Terpublikasinya dokumen Rencana
Pembagunan daerah (RPJPD, RPJMD dan
RKPD Tahun 2014) dalam website resmi
Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur

BO6:

Terpubhkasinva dokumen Rencana
Pembagunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD
Tahun 2015 Resnstra SKPD dan Renja
SKPD Tahun 2015 dalam website resm
Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur

B09:

Terpublikasinya dokumen Rencana
Pembagunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD
Tahun 2015, Resnstra SKPD dan Renja
SKPD Tahun 2015 dalam website resm
Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur

Bl12:

Tersusunnya laporan kegiatan publikasi
dokumen rencana pembangunan daerah
serta dokumen rencana satuan Kerja
Perangkat Daerah melalui website
Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur

TN TEL|
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n. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA )
Pelaksanaan Pemerintah Kab Bagian Tersedianya Tersusunnya BO3: Pelaksanaan | Pemerintah
Transparansi Tanjung Jabung Pembangunan rencana umum rencana umum Pembentukan Tim Penyusunan Transparans: | Kab Tanjung
Proses Timur Sekretanat pengadaan dan pengadaan barang Rencana Umum Pengadaan Barang Proses Jabung Timur
Pengadaan Daerah Kab. terlaksananya dan jasa secara dan Jasa Pemerintah Kab Tanjung Pengadaan

Barang dan
Jasa

Tanjung Jabung
Timur

pengadaan barang

dan jasa melalui
elektronik

elektronik 70% dan

nilai total
pengadaan

Jabung Timur

BO6:

Tersusunnya daftar inventarisasi
Rencana Umum Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah Kab Tanjung
Jabung Timur

BO9:

Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa
(40%) Pemerintah Kab Tanjung
Jabung Timur secara elektromk

B12:

Publikas: realisasi Pengadaan Barang
dan Jasa (70%) Pemerintah Kab
Tanjung Jabung Timur secara
elektronik didalam website resmi
Pemerintah kabupaten Tanjung
Jabung Timur

Barang dan
Jasa

“BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
e

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TECAH DYTEL]




